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QANUN KABUPATEN ACEH BARAT TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

ABSTRAK: - Bahwa Pengelolaan Barang Milik Daerah yang semakin berkembang dan kompleks
perlu dikelola secara optimal dan tertib berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum,
transparansi, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai dan bahwa sesuai dengan
ketentuan Pasal 511 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, dinyatakan bahwa ketentuan lebih
lanjut mengenai pengelolaan barang milik daerah diatur dengan Peraturan Daerah.
Berdasarkan pertimbangan dimaksud perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Barat
tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

- Dasar Hukum Qanun ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara
Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang No.7 (Drt) Tahun 1956; UU
No. 1 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2006; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun
2014; Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 2014; Perpres No. 54 Tahun 2010;
Permendagri No. 19 Tahun 2016; Qanun Aceh No. 5 Tahun 2011.

- Dalam Qanun Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Pejabat
Pengelola Barang Milik Daerah, Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah,
Pengadaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Pengamanan dan Pemeliharaan, Penilaian,
Pemindahtanganan, Pemusnahan, Penghapusan, Penatausahaan,
Pembinaan,Pengendalian dan Pengawasan, Pengelolaan Barang Milik Daerah pada
SKPK yang Menggunakan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
Daerah, Barang Milik Daerah Berupa Rumah Negara, Ganti Rugi dan Sanksi,
Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.

CATATAN: - Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangakan, 15 Juni 2017

- Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya lebih
lanjut akan diatur dengan Peraturan Bupati.
- Penjelasan : 27 him



